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REPUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1241/MENKES/SK/XI1/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
160/MENKES/SK/11/2009 TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA
PELAKSANA VERIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM

Menimbang

Mengingat

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk merekrut tenaga pelaksana verifikasi Program

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), perlu
menyempurnakan pedoman rekrutmen tenaga verifikator;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu mengubah lampiran Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 160/Menkes/SK/11/2009  tentang
Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-—
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik  Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 94 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan
Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana
Kesehatan Milik Pemerintah:;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Kesehatan;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 160/MENKES/SK/11/2009 TENTANG PEDOMAN
REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT.

Pasal |

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
160/Menkes/SK/11/2009 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga
Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:

1. Romawi | Pendahuluan, Huruf C Angka 3 dihapus, sehingga
keseluruhan Huruf C menjadi berbunyi sebagai berikut:

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman rekrutmen ini, meliputi:

1. Perencanaan dan Persiapan rekrutmen

2. Pelaksanaan Rekrutmen

3. Ketentuan Hubungan Perjanjian Kerja

4. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
Rekrutmen

5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rekrutmen

2. Romawi Il Tata Laksana Rekrutmen, Huruf C Perpanjangan

Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Pelaksana Verifikasi, Angka 1
sampai dengan Angka 4, dihapus.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN,

ttd

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH



